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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia memiliki Sistem pemerintahan daerah menurut konstitusi 

Undang-Undang Dasar 1945, berdasarkan penjelasan dinyatakan bahwa 

daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan 

dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat 

otonom atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan 

yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat 

otonom akan diadakan badan perwakilan daerah. Oleh karena itu, di daerah 

pun pemerintahan akan  bersendi atas dasar permusyawaratan.
1
 

Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pemerintahan 

Daerah, dalam pasal 18 dinyatakan sebagai berikut :
2
 

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi 

dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten kota yang tiap-tiap provinsi, 

kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur 

dengan undang-undang. 

2. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan. 

3. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota memiliki Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui 

pemilihan umum. 
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4. Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah 

daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. 

5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan 

pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan 

pemerintah pusat. 

6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-

peraturan lain, untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 

7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam 

undang-undang 

Dalam pasal 18A Undang-Undang Dasar 1945, diamanatkan tentang 

hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah 

provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi, kabupaten serta kota, 

diatur dengan undang-undang dengan memerhatikan kekhususan dan 

keragaman daerah. Di samping itu, hubungan keuangan, pelayanan umum, 

pemanfaatan sumber daya alam, serta sumber daya lainnya antara pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras 

berdasarkan undang-undang.
3
 

Demikian pula dalam pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 

dinyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan 

pemerintahan daerah yang bersifat khusus, atau bersifat istimewa yang diatur 

dengan undang-undang. Negara juga mengakui dan menghormati kesatuan-

kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang 

masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. 
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Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan 

amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 maka 

kebijakan politik hukum yang ditempuh oleh pemerintah terhadap 

pemerintahan daerah yang dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan , diarahkan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 

pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya 

saing daerah, dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi, pemerataan, 

keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 
4
 

Kesenjangan tingkat pertumbuhan dan kemajuan yang terjadi antara 

daerah atau kawasan yang satu dengan yang lainnya telah melahirkan 

kesenjangan antar daerah atau antar kawasan tersebut. Seperti kesenjangan 

dalam hal pembangunan kesehatan. Kesenjangan antara daerah perkotaan dan 

daerah terisolir terlihat pada kesenjangan dalam bidang kesehatan. Kondisi 

kesenjangan ini semakin diperburuk lagi dengan adanya krisis ekonomi yang 

mempengaruhi berbagai bidang kehidupan masyarakat, baik ekonomi, sosial 

dan budaya. Daerah atau kawasan yang relatif lambat perkembangannya 

mengalami berbagai kesulitan dan akan membuat daerah tersebut semakin 

tertinggal dari daerah yang lain, hal itu antara lain tercermin dari jumlah 

masyarakat yang tergolong miskin. Situasi ini pada gilirannya akan 

menyebabkan suatu kondisi yang tidak harmonis antar individu, antar 

golongan masyarakat, antar daerah, dan antar kawasan serta pada tingkat 

tertentu dapat pula memicu timbulnya disentegrasi bangsa. 
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Kondisi ketimpangan penguasaan aset-aset ekonomi berdampak pada 

terjadinya kesenjangan pembangunan baik antar wilayah maupun antar daerah. 

Untuk itu sudah saatnya diperlukan berbagai upaya yang kondusif agar secara 

perlahan dan berkesinambungan akan tercipta suatu kondisi redistribusi aset-

aset ekonomi baik di tingkat pusat maupun di daerah-daerah. Guna menunjang 

upaya redistribusi aset-aset ekonomi, maka paradigma pembangunan yang 

sekedar hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi menjadi 

pemberdayaan masyarakat. Oleh karena tanpa masyarakat yang berdaya, sulit 

rasanya bagi Indonesia untuk menghadapi derasnya tantangan arus global 

yang tidak pernah toleran terhadap golongan masyarakat lemah. Dengan 

kondisi masyarakat yang lebih berdaya maka akan dapat diharapkan 

partisipasi interaktif dan swakarsa dari masyarakat agar pembiayaan 

pembangunan dapat ditekan serendah mungkin seingga daya saing produk 

menjadi semakin kuat. Dengan demikian upaya pemberdayaam masyarakat 

sudah selayaknya menjadi misi yang senantiasa melandasi setiap gerak dan 

langkah pembangunan nasional. 
5
 

Berdasarkan kebijakan politik hukum pemerintah, penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dilakukan dengan penetapan strategi di bawah ini : 

1. Peningkatan Pelayanan 

Pelayanan bidang pemerintahan, kemasyarakatan, dan 

pembangunan adalah suatu hal yang bersifat esensial guna mendorong atau 

menunjang dinamika interaksi kehidupan masyarakat baik sebagai sarana 

untuk memperoleh hak-haknya, maupun sebagai sarana kewajiban 

masyarakat sebagai warga Negara yang baik. Bentuk-bentuk pelayanan 
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pemerintahan tersebut antara lain meliputi rekomendasi, perizinan, 

dispensasi, hak berusaha, surat keterangan kependudukan, dan 

sebagiannya.
6
 

2. Pemberdayaan Dan Peran Serta Masyarakat 

Konsep pembangunan dalam rangka otonomi daerah ini, bahwa 

peran serta masyarakat lebih menonjol yang dituntut kreativitas 

masyarakat baik pengusaha, perencana, pengusaha jasa, pengembang, 

dalam menyusun konsep  strategi pembangunan daerah, di mana peran 

pemerintah hanya terbatas pada memfasilitasi dan mediasi. Disamping itu, 

dalam kehidupan berpolitik, berbangsa, dan bernegara memberikan 

kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat  khusunya partai politik 

untuk memberikan pendidikan politik rakyat guna meningkatkan 

kesadaran bernegara dan berbangsa guna tercapainya tujuan nasional 

dalam wadah NKRI 

3. Peningkatan Daya Saing Daerah 

Peningkatan daya saing daerah  ini guna tercapainya keunggulan 

lokal apabila dipupuk kekuatan ini secara nasional akan terwujud resultant 

keunggulan daya saing daerah nasional. Di samping itu, daya saing 

nasional akan menunjang sistem ekonomi nasional yang bertumpu pada 

strategi kebijakan perekonomian kerakyatan. 

Dengan berkembangnya globalisasi, demokratis, dan transparan 

penyelenggaraan pemerintahan tidak akan terlepas dari pengaruh global di 

atas. Prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan menurut adanya pemberian 

peran serta kepada warga Negara dalam sistem pemerintahan, antara 
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lainperlindungan konstitusional. Artinya, selain menjamin hak-hak individu, 

konstitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh 

perlindungan atas hak-hak yang dijamin, badan kehakiman yang bebas dan 

tidak memihak, pemilihan umum yang bebas, kebebasan menyatakan 

pendapat, kebebasan berserikat atau berorganisasi dan beroposisi, serta 

pendidikan kewarganegaraan. Prinsip keistimewaan dan kekhususan, yakni 

Negara menghormati tetap sifat-sifat keistimewaan dan kekhususan sehingga 

pemerintah memberikan otonomi khusus kepada daerah tertentu dalam ikatan 

NKRI.
7
 

Berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah pasal 9 disebutkan bahwa (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan 

pemerintahan absolut urusan pemerintahan konkuren, dan urusan 

pemerintahan umum. (2) Urusan Pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara pemerintah 

pusat dan daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/kota. (3) Urusan 

Pemeintahan konkuren sebagaimana yang dibagi antara pemerintah Pusat dan 

Daerah Kabupaten/kota. (4) Urusan Pemerintahan konkuren yang diserahkan 

ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
8
 

Sedangkan urusan pemerintahan konkuren pasal 11 disebutkan bahwa 

(1) Urusan Pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam pasal 9 ayat 

(3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas  Urusan Pemerintahan Wajib 

dan Urusan Pemerintahan pilihan. (2) Urusan Pemerintahan Wajib 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang 

berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak 

berkaitan dengan pelayanan dasar.  

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

pada pasal 12 juga disebutkan bahwa (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang 

berkaitan dengan pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasa 11 ayat 

(2) meliputi :
9
 

a. Pendidikan; 

b. Kesehatan; 

c. Pekerjaan umum dan penataan ruang; 

d. Perumahan rakyat dan pemukiman; 

e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan 

f. Sosial. 

Sampai saat ini Negara Indonesia masih belum bisa melakukan 

pembangunan yang merata, sejauh ini pembangunan yang dilakukan masih 

terpusat pada daerah perkotaan. Sehingga terjadi kesenjangan antara daerah 

satu dengan daerah yang lainnya. Seperti daerah yang ada di Kecamatan Kuala 

Kampar yang terdapat kesenjangan dalam hal pembangunan kesehatan. Di 

Kecamatan Kuala Kampar terdiri 10 desa. Namun puskesmas yang ada hanya 

satu saja dan sulit dijangkau oleh setiap desa. Tidak hanya kurangnya 

puskesmas, tetapi ketersediaan fasilitas baik berupa alat medis, tenaga medis 

dan obat-obatan yang ada di puskesmas Kecamatan Kuala Kampar belum 

tersedia secara lengkap. Tidak sama dengan puskesmas yang ada di daerah 

perkotaan. Padahal yang lebih membutuhkan adalah daerah yang terpencil 
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seperti Kecamatan Kuala Kampar.   Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada 

Bab XIV Kesejahteraan Sosial pasal 34 ayat (2) ialah “Negara 

mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan 

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan 

martabat kemanusiaan” dan ayat (3) “Negara bertanggung jawab atas 

penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang 

layak .
10

 

Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki 

visi dan kepemimpinan terhadap seluruh pemangku kepentingan yang 

berperan dalam upaya mencapai dan meningkatkan kesejahteraan daerah 

secara berkelanjutan. Penyelenggaraan fungsi dan kewenangan pemerintah 

daerah adalah untuk menghasilkan dampak yang maksimum terhadap 

pengembangan sosial masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah, dan 

peningkatan kualitas lingkungan hidup. 
11

 

Hal ini pemerintah memegang peranan yang cukup besar, sehingga 

diharapkan semua perencanaan yang telah direncanakan dapat direalisasikan 

dengan penuh tanggung jawab dan memperoleh hasil yang sesuai dengan 

rencana awal. Namun pada kenyataannya di Kecamatan Kuala Kampar belum 

mendapatkan pemerataan dalam penyediaan fasilitas pelayanan puskesmas 

baik dari segi alat medis, tenaga medis dan obat-obatan. Pembangunan masih 

banyak dilakukan dalam daerah perkotaan, sehingga terjadi kesenjangan antar 

pembangunan daerah. 
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 Selain itu juga pemerintah dalam hal ini harus lebih memperhatikan 

wilayah terpencil yang terlihat dari ketidakmerataan pembangunan dalam 

bidang kesehatan. dan mengusahakan pembangunan secara maksimal, 

membuat kebijakan-kebijakan yang dapat menunjang pembangunan di 

wilayah-wilayah daerah serta merancang perencanaan pembangunan pada 

daerah pelosok. Karena terjadinya ketidakmerataan pembangunan 

berhubungan dengan kurangnya kebijakan pemerintah terhadap pembangunan 

daerah.
12

 

Dibalik pembangunan yang cepat untuk daerah-daerah perkotaan, 

ternyata masih banyak daerah lain yang sama sekali tidak mengalami 

pembangunan bahkan sarana dan prasarana yang sifatnya vital masih sangat 

sulit untuk dijumpai seperti dalam pembangunan kesehatan. Seperti daerah 

yang ada di Kecamatan Kuala Kampar. Pembangunan dalam hal kesehatan di 

kecamatan Kuala Kampar masih jauh terttinggal dari daerah perkotaan dan 

masih jauh dari standariasi.  

Ketersediaan fasilitas puskesmas yang ada di Kecamatan Kuala 

Kampar masih belum memadai sehingga sulit bagi masyarakat untuk 

mengetahui sakit yang dideritanya. Sedangkan untuk pergi ke puskesmas yang 

ada di perkotaan sangat jauh dari Kecamatan Kuala Kampar dan 

membutuhkan biaya yang sangat besar mengingat bahwa Kecamatan kuala 

Kampar adalah daerah yang terpencil dan jauh dari perkotaan. Daerah-daerah 

tersebut kebanyakan letaknya berada di pelosok sehingga pemerintah selalu 
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beralasan sulit untuk menjangkau daerah-daerah tersebut untuk melaksanakan 

tugas mereka.  

Indonesia yang kini sedang menjadi negara berkembang pastilah ingin 

menjadi suatu Negara maju, namun wacana tersebut tidaklah mudah untuk 

diwujudkan mengingat hal yang tadi. Rata-rata wilayah yang 

pembangunannya cepat adalah wilayah-wilayah yang menjadi pusat dari 

berbagai aktifitas, hal ini sangatlah logis mengingat apabila daerah yang 

menjadi pusat tersebut mengalami pembangunan yang cepat karena 

pertumbuhan penduduk juga cepat dan banyak sarana dan prasarana yang 

menjadi faktor-faktor vital dalam berjalannya kegiatan yang terjadi didaerah 

tersebut. 

Berdasarkan analisis awal yang penulis temukan bahwa adanya 

masyarakat di Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan yang merasa 

tidak puas dengan pembangunan daerah. Adanya kesenjangan pembangunan 

daerah antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Kesenjangan 

pembangunan daerah yang ada di perkotaan dengan daerah yang terpencil dan 

terisolir. Seperti di Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan terjadinya 

kesenjangan pembangunan daerah dalam hal pembangunan pendidikan dan 

kesehatan. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah 

Dalam Bidang Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Di Kecamatan Kuala 

Kampar Kabupaten Pelalawan”. 
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B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang 

dipersoalkan, maka penulis memberi pembatasan masalah dalam penelitian ini 

pada pembahasan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dalam 

bidang kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah di Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten 

Pelalawan. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dalam bidang 

kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah di Kecamatan Kuala Kampar?  

2. Apa faktor penghambat pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dalam 

bidang kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah di Kecamatan Kuala Kampar? 

D. Tujuan dan Kegunaan  Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dalam 

bidang kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah di Kecamatan Kuala Kampar. 

b. Untuk mengetahui Apa faktor penghambat pelaksanaan urusan 

pemerintahan daerah dalam bidang kesehatan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di 

Kecamatan Kuala Kampar. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Penelitian ini berguna untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus 

syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

b. Sebagai sumbangsih dan referensi dalam pengembangan ilmu dan 

pengetahuan, pada khususnya dalam studi ilmu hukum tata Negara 

c. Sebagai bentuk kontribusi pemikiran yang diwujudkan dalam karya 

ilmiah dalam mengkaji ketidakmerataan pembangunan daerah 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian 

terhadappelaksanaan urusan pemerintahan daerah dalam bidang kesehatan. 

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yakni 

menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data 

yang diperoleh kemudian dianalisa.
13

 

2. Lokasi Penelitian 

   Penelitian ini beralokasi di Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten 

Pelalawan. Dipilihnya kecamatan ini sebagai lokasi penelitian, karena di 

kecamatan ini terjadi kesenjangan antara daerah perkotaan dan daerah 

terpencil terhadap pembangunan daerah dalam bidang kesehatan. 
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3. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan dari objek yang akan 

diteliti. Populasi merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. 

Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, 

kasus-kasus, waktu atau tempat dengan ciri dan sifat yan sama. Sampel 

adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada. 

Pengambilan sampel sebagian salah satu langkah dalam penelitian penting 

artinya karena kesimpulan penelitian pada dasarnya adalah generalisasi 

dari sampel menuju populasi.  

Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Camat Kuala 

Kampar, Sekretaris Camat, Kaur Pemerintahan, Kaur Ekonomi dan 

Pembangunan, Kaur Kesejahteraan Sosial,Kaur Pelayanan Umum, dan 

Kaur Ketentraman dan Ketertiban. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini : 

TABEL I. 1 

POPULASI DAN SAMPEL 

 

No Populasi Jumlah 

1 Camat 1 orang 

2 Sekretaris Camat 1 orang 

3 Kaur Pemerintahan 1 orang 

4 Kaur Ekonomi dan Pembangunan 1 orang 

5 Kaur Kesejahteraan sosial 1 orang 

6 Kaur Pelayanan Umum 1 orang 

7 Kaur Ketentraman dan Ketertiban 1 orang 

Total  7orang 

 

Sampelnya adalah Camat Kuala Kampar, Sekretaris Camat, Kaur 

Pemerintahan, Kaur Ekonomi dan Pembangunan, Kaur Kesejahteraan 
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Sosial, Kaur Pelayanan Umum, dan Kaur Ketentraman dan Ketertiban atau 

disebut juga dengan metode Non propotional stratifield random 

sampling.
14

Artinya cara pengambilan sampel dari angggota populasi tidak 

secara acak, namun sesuai dengan tingkatan dalam anggota populasi 

tersebut untuk memudahkan penelitian dalam mengungkapkan dan 

menemukan data dalam penelitian penulisan ini.  

4. Sumber data  

a. Data primer
15

 yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan 

dengan melakukan observasi dan wawancara. 

b. Data sekunder
16

 yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan 

yang berupa bahan tertulis seperti buku, peraturan perundang-undangan 

dan data dari tempat penelitian yang berhubungan dengan masalah yang 

dibahas dalam penelitian. 

5.  Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung ke 

lapangan     untuk melihat bukti secara jelas apa yang terjadi di 

lapangan sebenarnya. 

b.  Wawancara, yaitu situasi peran antar pribadi bertatap muka (face to 

face), ketika seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan yang 

dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan 

masalah penelitian kepada seorang responden.
17
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16
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c.  Studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan meneliti buku-buku 

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

6.  Metode Analisa Data 

   Untuk menelaah permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, 

maka penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode 

deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menggambarkan atau menjelaskan 

secara terperinci mengenai masalah yang akan diteliti berdasarkan data-

data yang telah dikumpulkan dan menghubungkan dengan fenomena-

fenomena sosial, kemudian dianalisa dan dituturkan dalam bentuk kalimat 

untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan. 

7.  Metode Penulisan 

a.  Deskriptif, 
18

yaitu menggambarkan masalah-masalah yang dibahas 

berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisa. 

b.  Deduktif, 
19

yaitu dengan metode ini penulis memaparkan data-data 

yang bersifat umum, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan 

menjadi data yang bersifat khusus. 

c.  Induktif, 
20

yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari cara yang 

khusus, peristiwa yang kemudian dari fakta khusus itu ditarik 

generalisasi yang bersifat umum. 
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F. Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian, penulis membagi sistematis penulisan dalam 5 

(lima) bab, masing-masing bab diuraikan dalam sub bab, sehingga antara bab 

satu dengan bab yang lain merupakan suatu sistem dan memiliki keterkaitan 

satu sama lain. Untuk lebih jelasnya, penulis menguraikan satu persatu 

masing-masing bab tersebut, yaitu : 

BAB I : Pada bab ini memuat latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, 

Metode Penelitian, dan sistematika Penulisan. 

BAB II : Gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi : Sejarah 

singkat Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan, 

gambaran struktur organisasi, kondisi geografis, ekonomi 

masyarakat dan pendidikan serta kehidupan beragama 

masyarakat Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan. 

BAB III : Tinjauan pustaka tentang pengertian  pemerintahan, 

pemerintahan daerah, pembangunan daerah, otonomi daerah 

serta asas keadilan. 

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri atas, pelaksanaan 

urusan pemerintahan daerah dalam bidang kesehatanberdasarkan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah di Kecamatan Kuala Kampar dan apa faktor penghambat 

pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dalam bidang 
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kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah di Kecamatan Kuala Kampar. 

BAB V : Merupakan bab kesimpulan dan saran: dalam bab ini akan 

disampaikan kesimpulan dari hasil analisa pembahasan terhadap 

beberapa permasalahan yang dirumuskan dalam bentuk 

pernyataan. Disamping itu juga disampaikan beberapa saran 

yang bersifat konkrit dan praktis menyangkut aspek operasional 

dan kebijakan. 

 


